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ABSTRAKSI

Sebagal suau prolesi, Advokat melalui Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tclah memiliki sejumiah hak-hak profesionainya yang diikuti
dengan hak Immunitas. Namun demikian Advokat telah kehilangan hak
[mmunitas tersebut apabila dalam menjalankan profesinya telah melakukan-
nya dengan iktikad tidak baik, bertentangan dengan hukum dan perundang-
undangan serta melanggar Kode Etik Profest Advokal. Bentuk dan batas-
batas dari langgung gugat profesi Advokat dalam hal telah kehilangan hak
imunitasnya menjadi focus penmasalahan dari penelitian ini.

Dcngan melakukan penelitian hukum doctriner, secara akademis bertujuan
untuk mencari jawaban atas focus permasalahan tersebut. Bahan hukum
yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkualifikasikan
bahan hukum menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersicr. Terhadap
bahan hukum terscbut kemudian dilakukan sistimatisasi dengan klasifikasi
untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Semua bahan hukum
itu setclah disistimatisasi dilakukan analisis secara indukiif-kualitatif.

Hasil yang diperoleh, ternyata bentuk tanggung gugat profesi Advokat
adalah bersifat khusus dan berbeda dengan tanggung gugat sebagaimana
pada umumnya, Batas-batas dari tanggung gugat profesi Advokat belum
diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga sepanjang
hidupnya Advokat bertanggung gugar terhadap aktifitas profesinya. Karena
itu dalam penelitian ini telah disarankan agar batas tanggung gugat profesi
Advokat dimasukkan sebagai bahan amandemen Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003,

vi
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BAR I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Praktek profesi Advokat di Indonesia dengan diundangkannya Undang-
undang Nomor [8 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Nomor
49 tanggal 5 April 2003, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.
Perubahan mendasar itu, yang periama adalah dengan dilepaskannya urusan
Advokat dari urusan kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, profesi
Advokat, mulai dan pengangkatan, pengawasan maupun penjatuhan sanksi
bagi Advokat sudah bukan merispskan wewenang pemerintah, akan tetapr
sudah menjadi wewenang dari profesi Advokat itu sendin yang dalam hal 1ni
dilakukan oleh organisasi profesi Advokat.

Kedua, telah diakuinya kedudukan Advokat sebagal salah satu pilar
penegak hukum sclain Polisi, Jaksa dan Hakim. Sehingga kehadiran profesi
Advokat ini selain tclah menyempwnakan terbentuknya Integreted Criminal
Justice Sistem dalam perkara Pidana, scbagai penegak hukum profesit Advokat
juga telah sama dan scderajat kedudukannya diantara para aparat penegak
hukum yang lainnya yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim.

‘Ketiga, adalah diberikannya hak atas kebebasan dalam menjalankan
profesi yang diikuti dengan adanya pemberian sejumliah hak privelege kepada
Advokat. Hak privelege profesi Advokat ini semula masih berada dalam

bentuk doktrin-doktrin ilmu hukum atau profesi, seperti hak untuk
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memperoleh informasi, hak uatuk mendapatkan honorarium maupun hak atas
kebebasan profesi yang diikuti dengan hak I[munitas. Sederetan hak itu masih
ditambah lagi dengan hak atas kerahasiaan dan perlindungan dokumennya dari
pensitaan dan pemeriksaan, juga hak untuk mendapatkan perlindungan

terhadap penyadapan atas komuntkasi elekironik Advokat.

Kebebasan dalam menjalankan profesi bagi Advokat tidak saja
diberikan ketika beracara didepan persidangan Pengadilan, sebagaimana
bunyi pasal 14 Undang-undang Momor [8 Tahun 2003 yang menyatakan :
“Advokat bebas mengeluarkan pendapatl atau pemyataan dalam membela
perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan
tetap berpegang pada kode etik profesi dan perundang-undangan”, akan tetapi
kebebasan Advokat dalam meonjalankan prolesinya juga diberikan diluar
sidang Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 15 yang menyatakan
“Advokat bebas dalam mcenjalankan tugas profesinva uniuk membela perkara
yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik

profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Kebebasan profesi Advokat vang diberikan Undang-undang tersebut
kemudian ditkuti dengan adanya hak Imunitas sebagaimana disebut dalam
pasal 16 yang menyatakan, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan iktikat baik vntuk

kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan™.
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Dari bunyi pasal 14, 15 dan 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
tersebut dapat diketahui bahwa hak atas kebebasan dan imunitas yang dimiliki
oleh Advokat tersebut adalah hanya ketika Advokat sedang menjalankan
profesinya. Sehingga sekali-kali adalah bukan merupakan hak yang diberikan
kepada pribadi-pribadi Advokat yang dimilikinya sebagai pribadi manusia
dalam pergaulannya dengan manusia yang lain dalam kehidupan masyarakat
sccara umuim.

Berkaitan dengan hak atas kebebasan dan imunitas yang dimiliki
profesi. Advokat tersebut, maka terhadap Advokat tidak dapat dilakukan
penuntutan dalam hal Advokat telah metaksanakan tugés profesinya dengan
iktikad baik, berdasarkan kode etik profesi dan pemdang-undangan yang
berlaku. Sehingga dalam hal yang demikian itu Advokat tidak memibiki
tanggung pugat.

Dengan demikian maka kebebasan dan imunitas bagi protesi Advokat
yang diberikan Undang-undang tersebut adalah bukan kcbebasan dan imunitas
dalam artian yang mutlak. Akan tetapi dibatasi dengan keadaan manakala
Advokat telah melaksanakan tugas profesinya dengan iktikad baik,
berdasarkan pada kode ctik profesi dan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga dengan demikian hak atus kebebasan dan imunitas itu dengan
sendirinya menjadi tidak berlaku, apabila Advokat menjalankan profesinya
dengan iktikad tidak baik, mclanggar kode etik profesi dun peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam hal yang demikian itu

Advokat masih memiliki tanggung gugat.
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Selain itu dalam prakteknya profesi advokat dapat saja menimbulkan
kerugian kepada orang lain. Orang lain ity bisa klien dari Advokat itu sendiri,
lawan berperkara atau pibak ketiga lainnya yang bersangkut paut dengan
praktek profesi Advokat didalam menjalankan profesinya mewakili
kepentingan klien. Sehingga berbagai bentuk kerugian yang ditimbulkan darn
praktek profesi Advokat tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengajukan

persengketaan hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugtkan.

2. Permasalahan

Sehubungan dengan uraian diatas, maka permasalahan tanggung gugat
dari profesi Advokat sehubungan dengan hak atas kebebasan dan hak
imunitasnya adalah merupakan -permasalahan yang sangat menarik untuk
mendapatkan kajian hukum. Mendasarkan pada permasalahan pokok tersebut,
guna mempermudah pembahasannya akan diurai dengan membuat sub-sub
masalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk-bentuk tanggung gugat darn profesi Advokat ?

2. Apakah terdapat batas-batas dalam tanggung gugat profesi Advokat ?

3. Tujuan dan Manfaat Peneliiian

3.1, Tujuan Umum
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  masukan dan

sumbangan pemikiran dalam rangka pelaksanaan Undang-undang
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nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, khusushya tentang tanggung
gugat profesi Advo_kat berkaitan dengan dimilikinya hak kebebasan
dan hak imunitas bagi Advokat.
3.2. Tujuan Khusus
3.2.1. Untuk mengetahui apakah bentuk-bentuk tanggung gugat
dari profesi Advokat.
3.2.2. Untuk mengetahui apakah tcrdapat batas-batas tanggung

gugat dalam profest Advokat.

4, Metodologi
4.1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan ini apabila dilihat dari segi keperluannya
adalah merupakan penelitian untuk kajian akademis, sedangkan dart
segi substansinya perelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal,
yaitt penelitian terhadap azas-azas hukum, literatur hukum,
pandangan-pandangan sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi

tinggi dan kegiatan perbandingan hukum. '

4.2. M¢tode Pengumpulan Bahan Hukum
Alat pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam peunclitian
ini adalah studi kepustakaan. Sumber bahan hukum diperoleh dari :
4.2.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

yaitu ; Normma atau kaidah dasar, yaitu Undang-undang Dasar

— .
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1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-
undang nomor 18 télmun 2003

422 Bahan hukum sekunder, diharapkan dapat memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu yang berupa
Rancangan Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang
Advokat, hasil-hasil penelitian sebclumnya yang berkaitan
dengan profesi Advokat, tulisan-tulisan dan makalah sebagai
karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

423, Bahan hukum tersier, yang berfungsi sebagai penunjang.
Bahan hukum ini banyak memberikan petunjuk-petunjuk dap
penjelasan  nantinya  terhadap kedua bahan  hukum
sebefumnya, misalnya akan digunakannya kamus bahasa dan
kamus hukum.

4.3. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum dectiner, pengolahan bahan hukum dilakukan

dengan kegiatan mensistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan

hukum tertulls tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan

konstruksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan nantinya antara lain
yaitu:

4.3.1. Memilik pasal-pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur

tentang profesi Advokat.
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432. Membuat sistemattk dari  pasal-pasal  tersebut sehingga
menghasilkan klasifikasi tertentu, yaitu yang selaras dengan
hak-hak yang dimiliki protfes: Advokat.

4.3.3, Bahan hukum yang berupa Undang Nomor @ 18 Tahun 200
dan Peraturan perundang-undangan yang lain dianalisis secara

induktif kualitatif.
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BAEB II

ADVOKAT SEBEAGAI PROPESI
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BABII

ADVOKAT SEBAGAI PROFESI

1. Pengertian Profesi
Kata profesi dalam praktek kehidupan sehari-hari sering disalah-
artikan dan disamakan dengan arti kata pekerjaan. Walaupun sebenarnya
dua kata itu memiliki arti yang sangat berbeda secara substansial. Salah
kaprah ini sebagaimana dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh
Soebyaklo :
Kadang-kadang masyarakat sendiri scring keliru memberikan
semacam predikat terhadap beberapa jemis pckerjaan (lertentu)
misalnya penjahit, penarik becak, pedagang kaki lima, juru masak,
pemangkas rambut dan sebagainya. Akan tetapi kelompok pekerjaan
demikian tidak atau kurang memiliki atau memenuhi unsur-unsur
atau kreteria yang mendasari pengertian profesi. Dan tidaklah
tercermin  didalamnya unsur-unsur yang justru penting dalam
pelaksanaan  tugas tersebut (profesi), sepertt misalnya ilmu

pengetahuan, dukungan organisasi profesi kode etik, dan pengakuan
masyarakat.”

1]

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pekerjaan scbagar :
Pencaharian, barang apa vang dijadikan pokok kehidupan, sesuatu yang
dilakukan untuk mendapat nafkah. ™’

Sedangkan profesi menurut kamus vang sama diartikan sebagai :
“Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan,
kejuruan dan sebagainya ) tertentu.' Sedangkan kamus popular oleh Habey,
menyatakan bahwa profesi adalab pekerjaan dengan keahlian khusus

scbagai mata pencaharian tetap,5 dan Black menyatakan bahwa, Professton,
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“A vocation or occupation requiring special, usually advanced, education,
knowledge, and skill, e.g law medical profession. Also refers to whole body
of such profession™. Sementara itu English Law Dictionary, menyebut
profession adalah : “ a work which needs special over a period of time. b.
group of specialized workers™

Seminar Pembinaan Profest Hukum yang diseienggarakan oleh
Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), telah memberikan batasan tentang
istilah profesi, sebagai berikut

a. dasar ilmiah berupa ketrampilan untuk merumuskan kesesuatu
berdasakan teori akademi dan memerlukan sesualu dasar
pendidikan yang baik dan diakhiri dengan suatu system ujian,

b. praktek sesuatu, Adanya suatu bentuk perusahaan,yang berdirt
sendiri, sehingga memungkinkan dipupuknya hubungan pribadi
dalam memecahkan kebutuhan para klien yang bersifat pribadi
pula (person-person basis), yang duringi dengan system

~ pembayaran honorarium

¢. fungsi penasehat Fungsi penasehat sering-sering diiringi dengan
fungsi pelaksana dari penasehat yang telah dibertkan

d. jiwa mengabdi. Adanya pandangan hidup yagng bersifat obyektif
dalam menghadapi persoalan, tidak mementingkan diri sendiri
tidak menguiamakan mitip-molip yang bersifat material

e. adanya suatt kode yang mengendalaikan sikap dari para
anggotanya.

Dari arti kata tersebut; nampak adanya perbedaan antara pekerjaan
dan profesi, dimana pekerjaan itu adalah merupakan barang apa saja yang
dapat menjadi pokok kehidupan, sedungkan profest itu merupakan bidang
pekerjaan tertentu yang mensyaratkan adanya landasan pendidikan keahlian

atay kejurnan yang tertentu. Organisasi para Advokat ini secara ferus

menerus menggali dan berusaha merumuskan tentang apa itu makna dari
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profesi. Piagam Baturraden, yang dihasilkan oleh pertemuan para Advokat
Indonesia merumuskan unsur-unsur untuk dapat discbut Profession, yaitu:

I. Harus ada ilmu (hukum) yang diolahnya.

2.Harus ada kebebasan, tidak boleh ada dienst verhouding
(hubungan dinas) hierarchies.

3. Mengabdi kepada kepentingan umum, mencari nafkah tidak
boleh menjadi tujuan.

4. Ada clieni-verhouding, yaitu hubungan kepercayaan diantara
advokad dan client.

5.Ada kewajiban merahasiakan informasi dari client dan
perlindunagn  dengan  hak  merahasiakan  itu  oleh
UndangOundang.

6. Ada immunitel terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan
di dalam tugas pembelaan,

7. Ada kode etik dan peradilan kode etik (tchtrechtspraak)

8. Ada honorarium yang tidak perlu scimbang dengan hasil
pekerjaan atau banyakoya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan
(orang tidak mampu harus di tolong tanpa biaya dan dengan
usaha yang sama).’

Dari perbedaan makna kata tersebut dapat diketahut perbedaan
antara pekerjaan dan profesi itu pertaina-tama terdapat perbedaan pada segi
dasar keahliannya, dimana pekerjaan tidak selalu memerlukan dasar
keahlian, sedangkan dasar keahlian adalah merupakan prasyarat agar suatu
pekerjaan dapat dikualifikasikan sebagai scbuah profesi. Selain itu juga
nampal;: jelas perbedaannya setefah mengetahui bahwa dalam profesi harus
terdapat suatu kode etik, adanya hak untuk merahasikan kepentmgan klien,
hubungan kepercayaan antara profcesional dengan klien scrta adanya hak
imunitas dalam profesi. Hal-hal yang terakhir ini sama sekali tidak terdapat
pada pekerjaan, sehingga dapat dikatakan adalah merupakan hal khusus

vang hanya ada dalam profesi.
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Hubungan kepercayaan antara professional dengan klien sebagai
salah satu karakter khusus dalam profesi memiliki cirri-citi sebagai berikut :

l. anyone who asks for professional help i1s generally i a
dependent position,that is,ite has to ask for this kind of help with
a specific aim in mind, for instance improvement of his health,
conducting a law suit or making his will.

2. anyone who ask for help from another person who has a
confindential profession, cannot judge the professional expertise,
again speaking in general.

3. the relationship between anyone asking for help and another
person lending assistance is of a confidential nature, ini the sense
that the first is prepared to provide information which he should
not be inclined to reveal to others,

4, anyone who practicing a confidential profession has nearly
always an independent position, even when he is not
selfempleyed. Even ini that case there is professional autonomy
and there are few possibilities for corrective measures from the
part of employer.

5. the nature of the work entails that a certain result cannot always
be guaranteed but that there is only an obligation to do one’s best.
This obligation cannot easily be tested.'’

Apa yang dikemukakan diatas memberikan kriteria vang ketat bagi

apa yang disebut profesi. Selain menegaskan profesi itu bukan sekedar

_pekerjaan dengan dasar keahlian, profesi juga menyntut adanya kode etik,

tidak semata-mata bertujuan mencari penghasilan sebagaimana suatu
pekerjaan, harus berlisensi dan besamya penghasilan tidak dapat menjadi
ukuran tingkat kesuksesan seorang professional Hal vang juga penting
menjadi catatan bahwa scbuab profesi mempunyai karakteristik yang
mengandung kepercayaan, dimana ciri kepercayaan menjadi dasar

hubungan antara seorang professionai dengan kliennya.
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Dari pokok-pokok uraisn tersebut, dapatlah ditentukan pembatasan
kreteria profesi sebagal bertkut:
1. pengetahuan;
2. keahlian/kemahiran;
3. mengabdi kepada kepada kepentingan orang banyak;
4. tidak mengutamakan keuntungan finansial; |
5. adanya organisasi atau assosiasl profesi,
6. pengakuan dan kepercayaan masyarakat

7. kode etik

[

. Profesi Advokat.

Black’s Law Dictionary mengartikan Advokat : “A person who
assists, defends, pleads, or prosccutes for  another” (Black’s Law
Dictionary, 1999)."' Dalam khazanah hukum di Indonesia mengenai
istilah Advokat, Luhut M.P. Pangaribuan menyatakan :

Advokat sebagal nama resmi profesi ini dalam sistem peradilan kita
pertama-tama ditemukan dalam bab IV ketentuan Susunan
Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (RO). Advokat 1tu
merupakan padanan dari kata Advocaat (Belanda) yakni sescorang
vang resmi diangkat uptuk menjalankan profesinya setelah
memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr). Akar kata Advokat
berasal dari kata latin yang berarti membela. Oleh karcna itu tidak
mengherankan bila hampir di setiap bahasa di dunia kata (1stilah)
ini dikenal."?

Oleh karena itu dalam praktek Advokat biasa pula disebut dengan

Pembela vang kemudian berkembang dan secara inkonsisten dalam

OHIVERSITAS AIRLA T
SURABAVA |
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berbagai ketentuan perundang-undangan juga dipergunakan istilah
Pengacara, Pengacara Praktek, Penaschat Hukum dan juga Konsultan
Hukum. Penyebutan Advokat dengan berbagat istilah tersebut menurut
Adnan Buyung Nasution adalah sebagai hal yang menambah kebingungan
masyarakat karena mengacaukan dunia Profesi. Dikatakan oleh Adnan
Buyung Nasution :

Sclama ini di Indonesia istilah Advokat selalu disamakan dengan
istilah Pengacara atau Penasehat Hukum. Dalam dunia hukum tidak
dikenal istila Pengacara atau Penasehat ukum, begitu juga nama
atau istilah konsultan hukum. Semua itu hanyalah istilah-1stilah atau
nama yang dibuat-buat di Indonesian dan hanya menambah
kebingungan masyarakat, karena mengacaukan dunia profesi. Yang
benar dan dikenal di dunin adalah pada ncgara-negara yang
menganut system hukum Eropa Kontinental atau Civil Law seperti
negara-negara di Bropa antara lain Belanda, Belgia, Perancis, Italia,
Spanyol maupun bekas jajahannya seperti Indonesia, Vietnam,
istilah yang digunakan adalah Advokat. Sedangkan di negara-negara
yang menganut system Anglo Saxon, sepcrti Inggris, Kanada,
Australia maupun bekas jajahannya seperti Malaysia, Singapura,
Phillipina dan lain-lain adalab Solicitor, Barrister atau Attorney at
Law. Secara umum semuanya dapat disebut Lawyer. Istilah
Pengacara atau dalam bahasz Belanda dahulu disebut Procereur
adalah semata-mata menggambarkan sifat pekerjaan atau salah satu
bidang pekerjaan saja dari profesi Advokat yaitu yang menyangkut
beracara di pengadilan. Begitu juga penasihat hukum ataupun
konsultan hukum, semua itu menunjukkan bidang atau bagian dari
jasa yang diberikan Advokat dalam menjalankan profesinya yaitu
memberikan jasa konsultasi jasa konsultasi ataupun nasihat hukum,
bukan nama jabatan profzsinya, "

Penyebutan Advokat dengan berbagai istilah-istilah lain tersebut
sckarang menjadi hanya tinggal sejarah. Karena semenjak diundangkannya
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat penyebutannya

telah diseragamkan dengan satu sebutan, yaitu Advokat. Hal yang demuikian
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sebagaimana kemudian dapat dilihat dengan digunakannya istilah Advokat
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Mengenai apa pengertian Advokat, Undang-Undang Nomor ]8
Taahun 2003 tentang Advokat dalam pasal 1 ayat 1 nya merumuskan,
“Advokat adalah orang yang berprofesi membert jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan Undang-undang 1ni.

Adapun persyaratan yang dimaksud agar sescorang dapat disebut
sebagai Advokat terdapat syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan : “Yang
dapat diangkat sebagai Advokat adalah sagjana yang berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum dan setzlah mengikuti pendidikan khusus profesi
Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat”™ Sedangkan syarat
khusus diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan

Untuk dapat diangakat menjadi Advokat harus memenulu
persyaratan sebagai berikut ;
1. Warga Negara Republik Indonesia;

2. Bertempat tinggal di Indonesiu,

3. Tidak berstatus sebagai pegawai mnegeri sipil atau pejabat

negara;

4 Berusia sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun;

5. Berijazah sarjana vang berlatar belakang pendidikan tinggi

hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1.

6. Lulus ujian vang diadakan oleh organisasi Advokat;

Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada
Kantor Advokat;Tidak pernah dipidana karena melakukan

tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 3
(lima) tahun atau lebih.

~
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8. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai
intcgritas yang tinggl.

Dengan melihat pengertian serta syarat-syarat yang harus dipenuhi
agar seseorang dapat diangkat scbagai Advokat scbagaimana dikemukakan
diatas, dapat diketahui bahwa Advokat adalah merupakan suatu profesi.
Sehingga praktek dari Advokat adalah bukan merupakan praktck dari orang
menjalankan okupasi (pekerjaan), tetapi adalah merupakan aktifitas
menjalankan profesi. Maka dengan demikian berfakulah segala hal yang
menjadi kewajiban bagi orang vang menjalankan profesi yang antara lain
harus mematuhi kode etik profesinya. Keawajiban Advokat untuk mematui
kode etik profegi juga diatur dalam perundang-undangan sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003
yang menyatakan, “Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Profesi

Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.”

3. Ruang Lingkup Aktifitas Profesi Advokat

Profesi Advokat sebagaimana dijelaskan diatas, adalah profesi yang
aktivitasnya secara umum adalah memberikan jasa hukum baik itu di dalam
maupun diluar pengadilan (litigasi dan nonlitigasi). Aktifitas litigasi dan
nonlitigasi ini dalam praktek berkembangan seakan menjadi bidang
spesialisasi yang dipilih oleh Advokat, dimana terdapat Advokat yang

hanya menyediakan. dirinya dalam pemberian jasa hukum secara htigasi
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disatu pihak, dilain pihak tcrdapat Advokat yang hanya memberikan jasa
hukum dibidang non-litigasi suja.

Jasa hukum menurut pasal 1 ayat 2 Udang-undang Nomor 18 Tahun
2003 diartikan sebagai, “Jasa yang diberikan oleh Advokat berupa
memberikan  konsuiltasi hukum, bantuan hokum, menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukuimn klien” Sedangkan klien adalah orang, badan
hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Pada awalnya pertumbuhan profesi Advokat di Indonesia yang
dimulai semenjak penjajahan Belanda dimaksudkan untuk menjembatan:
kepentingan hukum masyarakal yang oleh politik hukum pemerintah Hindia
Belanda diharuskan untuk menempuh prosedur, mekanisme dan tata kerja
peradilan pemerintah agar memenuhi standar legalitas formal yang telah
ditetapkan. Dengan latar belakang scjarah yang demikian itu, maka aktifitas
profesi Advokat di Indonesia diawal perkembangannya adalah didominasi
dengan melakukan akiifitas litigasi.

Aktifitas non-litigasi baru berkembang semenjak awal pemerintahan
orde baru sebagaimana dikatakan Binztad Kadafi :

Setclah masuk ke masa konsolidast kekuatan rezim orde baru,
terutama setelah pembangunan ekonomi dicanangkan dengan
mengundang investasi asing maupun local, dunia Advokat di
Indonesia justeru tumbuh secara signifikan dan mengalami proses
deversifikasi yang cukup rumit Dimasa ini prakiek konsultasi
hukum non-litigasi mulai berkembang dengan pesat. Sejalan

dengan tumbuhnya firma-finna hukum besar yang menjalankan
pola kerjanya seperti firma-firma hukum di Inggris dan Amerika.
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Pilihan untuk berpraktek litigasi di kota-kota besar menjadi tidak
sepopuler semula, Para Advokat kembali masuk ke kantor-kantor
mereka dan mengasingkan diri dari proses yang berjalan di lembaga
peradilan. '

Sejalan dengan itu, oleh karena kebobrokan dunia peradilan akibat
intervensi kekuasaan di masa Demokrasi Terpimpin temyata tidak kunjung
membaik, bahkan justeru dimanfaatkan oleh penguasa orde baru, perubahan
struktur praktek hukum di Indonésia mengubah pula cara pandang Advokat
mengenai pekerjaan dan tanggung jawab mereka terhadap publik.

Dalam prakiek aktifitas Advokat dalam pemberian jasa hukum non-
litigasi tersebut meliputi pemberian jasa hukum yang menurut Harjono
Tjitrosoebono, meliputi :

. Memberi pelayanan hukum (legal service).

2. Memberi nasehat hukum (legal advicer, juridis advies) sebagai
penasehat hukum (legal adviser, juridis adviseur).

3. Memberi konsultasi hukum sebagai konsultan hukum (legal

consultant).

Memberikan pendapat hukum (legal opinion).

Mempersiapkan menyusun kontrak-kontrak (legal darafting).

Memberikan informasi-informasi hukum.

Membela dan melindungi hak-hak azasi manusia;

Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma (pro bono)

kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (legal aid).”

PN

Lebih jauh lagi, berkembangnya praktek peminatan Advokat dalam

~ pemberian jasa hukum sccara nonlitigas.i dapat pula diindikasikan sebagai
bentuk penghindaran kaum professional Advokat dari keterlibatan mereka
dalam kebobrokan dunia peradilan yang semakin dirasakan dalam praktek
hukum secara litigasi. Lebih jauh mengenai hal ini sebagaimana yang lebih

lanjut dikemukakan oleh Binziad Kadafi
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Bahkan peminatan terhadap praktek konsultasi hukum pada
akhimya justeru bisa. diindikasikan sebagai gerakan moral untuk
menghindar dari kerusakan sedemikian parah yang ditemukan di
lingkungan peradilan. Tidak sedikit Advokal yang dulunya pemnah
menguasal  forum-forum pengadilan  mengubah  halvan  untuk
sepenuhnya berkonsentrasi sebagai Advokat nonlitigasi, atau
perlahan-lahan mengurangi proscntase perkara yang mengharuskan
mereka untuk tampil dimuka pengadilan.'®

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, praktek non-litigasi
berkembang selaras dengan mulai digencarkannya pembangunan dengan
pendekatan peningkatan ekonomi yang menjadi program utama era orde
baru. Maka bentuk-bentuk kegiatan non-litigasi yang menonjol adalah
kegiatan dalam lapangan hukum bisnis. Advokat banyak memberikan jasa
hukumnya pada kalangan pebisnis batk mulai dalam mendesain bentuk-
bentuk usaha yang akan dibangun sampai pada pencarian partners bisnis
local maupun asing,

Selaras dengan era globalisasi ekonomi, relasi pelaku-pelaku
kegiatan ekonomi lintas negara tidak dapat dihindarkan. Schingga terjadilah
hubungan hukum yang rumit antara subyek hukum yang tunduk pada

- hukum yang berlainan schingga terciptalhh pergautan hukum dagang secara
internasional. Disinilah pada umumnya Advokat non-litigasi menemukan
ruangan aktifitasnya yang umumnya dilakukan oleh Advokat yang senior,
para lulusan sekolah hukumn di luar negeri ataupun para mantan pejabat
yang berpelar sarjana hukum yang pcrnah bertugas di luar negeri.

Sefain itu aktifitas pemberian jasa hukum secara non-litigasi juga

semakin mendapatkan tempat dengan diundangkannya Undang-undang
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Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam pasal 64 Undang-
undang ini profesi Advokat, dalam hal ini ketika menjalankan aktifitas non-
litigast sebagai Konsultan Hukum telah dimasukkan sebagai salah satu
profesi penunjang pasar modal selain profesi Akuntan, Penilai dan Notars.

Namun keadaan yang demikian itu tidak berarti praktek litigasi
ditinggalkan sama sekali oleh Advokat Satu dan lam hal pertama
dikarenakan selain vrusan hukum dalam praktck non-litigasi seringkali
memerlukan penguasaan dan pemahaman berbagai  aspek hukum yang
lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan praktek litigasi yang lebib
bersifat kasuistis, sehingga tidak semua Advokat memiliki kemampuan
untuk melaksanakannya, Juga pada kenyataannya tdak scmua urusan
hukum dapat disclcsaikan secara non-litigasi. Bahkan urusan-urusan hukum
tertentu justeru memertukan pemberian jasa hukum Advokat secara litigass,
seperti pendampingan klien yang berkedudukan sebagai terdakwa dalam
suatu perkara pidana, maupun ketika harus bertindak mewakili klien
sebagai pihak dalam sengkcta perkara perdata ataupun dalam sengketa tata
usaha negara.

Ruang lingkup aktifitas profest Advokat dalam praktek litigasi
meliputi mewakili pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan
pengadilan. Dalam perkara perdata atas kekuatan surat kuasa khusus,

Advokat mewakili baik scbagat Penggugat' atau Tergugat di dcpan

Tesis Tanggung Gugat Profesi ... Arifin Jauhari,S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

persidangan Pengadilan Negeri, demikian juga dalam sengketa tata usaha
negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Praktck litigasi semakin meningkat sechubungan dengan mulal
dilaksanakannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha
Negara dan adanya penambahan sejumlah wewenang bagi Pengadilan
Agama untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang tidak
terbatas pada perkara nikah, talak, rujuk dan cerai, akan tetapi juga meliputi
wewenang uniuk memeriksa mengadili serta memutus perkara antara
orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat,
hibah, waqaf, shadaqah berdasarkan hukum [slam setelah diundangkannya
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam perkara pidana, Advokat juga atas dasar kekuatan surat kuasa
bertindak mendampingi klien sebagai tcrdakwa. Bahkan pasal 36 Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mewajibkan terhadap
scmua perkara pidana yang terdakwanya diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih untuk didampingi Advokat.

Dalam pada itu arah perkembangan hukum dimasa reformasi
semakin meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan herbagai
lembaga yudikatif. Hal mana ditandai dengan semakin gencarnya tuntutan
pengungkapan berbagai kasus penyalah gunaan wewenang oleh penguasa
dan korupsi yang kemudian semua ite bermuara pada peningkatan

kebutuhan akan jasa hukum Advokat dalam perkara litigasi.
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4. Hubungan IMukum Profesi Advokat Pengan Khien

Hubungan hukum antara Advokat dengan masyarakat pengguna jasa
profesi Advokat (klien), menurut Marthalena Pohan adalah merupakan
hubungan hukum antara expert (diskundige) dengan klient atau pattent.
Hubungan hukum yang demikian itu termasuk dalam apa yang disebumya
sebagai persetujuan sui gencris, yaitu persetujuan yang tidak lermasuk
didalam salah satu kontrak yang disebutkan dalam Undang-undang. Lebih
lanjut Marthalena Pohan menyatakan :

Sekarang kita sudah setuju babhwa perjanjian antara client atau patient
dengan expert (diskundige) dalam hal apapun juga, tidak termasuk
salah salu contract yang diatur dengan Undang-undang, seperti
pemberian kuasa. Masih tinggal memilih apakah persetujuan itu harus
dipandang sebagai persetujuan untuk melakukan beberapa pekerjaan
atau suatu perjanjian sii generis. Pembuat Undang-undang betul
menycbutkan didalam pasai 1601 BW tentang persetujuan untuk
melakukan beberapa pekerfaan, tetapi sama sekali tidak mengaturnya
sendiri, sudah barang tcntu dapat ditcrapkan peraturan-peraturan
umum, "’

Dengan hubungan hukum yang demikian itu, maka masih menurut
Marthalena Pohan, dalam hal terdapat hubungan kontraktual antara expert
dengan klien, maka kcwajibari-kewajiban dari expert scperti kewajiban untuk
memberikan keterangan yang cukup tentang perkara/persoalan vyang
dirumuskan kemudian akan dapat ditemukan dalam kontrak dilengkapi dengan
cara scbagaimana dimaksud dalam pasal 1339 KUH Perdata. Sedangkan
apabila scorang expert tidak bertindak atas dasar kontrak, maka kewajiban-

kewajiban itu timbul dari adarya norma-norma yang menuntul kecermatan

(zorgvuldigheids - normen) yang harus diperhatikan oleh expert. 18
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Mendasarkan dengan apa yang dikemukakan Marthalena Pohan
tersebut, apabila hubungan hukum antara Advokat dengan Klien dituangkan
dalam sebuah kontrak, maka dapat digolongkan sebagai kontrak vang
tunduk pada Hukum Kontrak Innominat yang menurut Salim HS adalah :
“Keseluruhan kaedah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul,
tumbuh dan hidup di masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat
KUH Perdata diundangkan ™'

Dengan demikiun, maka kontrak [nnominat sebagai lawan dari
Kontrak Nominat tumbuh dalam pcrgaulan hidup antar manusia sebagai
konsekuensi dari sifat terbukanya Buku Il KUH Perdata yang oleh karena
itu harus tunduk pada pasal 1519 KUH Perdata yang menyatakan, “Semua
perjanjian, baik yang mempunyai nara khusus maupun yang tidak dikenal
dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termual
dalam bab ini dan bab yang lalu”. Sehubungan dengan ifu, maka dalam
kontrak Innominat juga berlaku azas hukum kontrak yang terdapat dalam
Buku HI KUH Perdata yang terdiri dari : azas kebebasan berkontrak, azas
pacta sun servanda (kepastian hukum), azas konsensuélisme, azas iktikad
baik dan azas kepribadian.

Scdangkan menurut sifatnya, oleh karena status Advokat sebagai
profesi sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka hubungan hukum yang
timbul antara kaum professional dengan masyarakat pengguna jasa profesi

(klien), menurut Fred Ameln adalah hubungan kepercayaan. Sehingga
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hubungan hukum antara kaum professional (Advokat) dengan masyarakat
pengguna profesi (klien), apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian
(kontrak), tergolong kontrak yang bersifat Inspanningsverbintenis yang
menurut Fred Ameln adalah :
Suaty persetujuan dimana satu pihak betjanji untuk berdaya upaya
secara maksimal, Hal yang demikian adalah berbeda dengan
kontrak pada umumnya yang bersifat Resullaatsverbintenis, yailu
suatu persetujuan dimana satu pihak berjanji akan memberikan
memberikan suatu resultaat, suatu hasil kerja yang nyata.
Hubungan hukum yang bersifat inspanningverbintenis terscbut pada
hakekatnya merupakan kontrak yang bertimbal balik, dimana terdapat
prestasi dan kontra prestasi antara Advokat-Klien. Dalam hal ini st Advokat
berjanji akan memberikan pertolongan terhadap urusan hukum yang
dikemukakan si klicn sebagai kewajibannya, sedangkan si klien untuk itu

akan memberikan honorarium sebagai kewajibannya pula. Sehingga antara

keduanya terjadi hubungan hukum yang bertimbal balik.
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BADB ill

EXSISTENST ADVOKATD ALAM
SENGKETA HUKUM
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BABIN

EKSISTENSI ADVOKAT DALAM SENGKETA HUKUM

Secara umum profesi Advokat memiliki fungsi berperan dalam
pembangunan hukum (law development, rechtsontwikkeling), pembaharuan
hukum (law reform, rechtsvernieuwing) dan pembuatan formulasi rumusan

hukum (law shaping, rechisvorming). Terhadap fungsi  Advokat

sebagaimana dikemukakan oleh Harjbno Tjitrosocbono tersebut kemudian

dijelaskan bahwa ;

1. Pembangunan hukum (law development, rechtsontwikkeling),
jalah mendorong dan mengarahkan perkembangan hukum
melalui penyusunan dan pembentukan Undang-undang dan
perkembangan hukum kebiasaan yang scsuai dengan tuntutan
kebutuhan-kebutuhan masyarakat (rising demand) vyang
berkembang ke arah modemisasi.

2. Pembaharuan Hukum (law reform, rechtsvernieuwing) ialuah
merombak, memperbaharui hukum yang tertulis dan yang tidak
tertulis yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan kesadaran
dan aspirasi hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Pembuatan dan penvusunan formulasi rumusan hukum (law
shaping, rechtsvorming), ialah mengupayakan terbentuknya
Undang-undang dan hukum kebiasaan yang dengan tegas dan
jelas memuat dan menampung azas-azas, norma-norma dan
syarat-syarat hukum yang memihak pada yang lemah, melarang
penyalahgunaan kekuasaan, melarang perbuatan yang menindas,
melarang system perekonomian yang monopolistis, melarang
persaingan yang tidak wajar (unfair competition), melarang
pemusatan kekuatan ekonomis dalam bentuk kartel, concern,
trust dan lain-lain bentuk kekuatan ekonomis yang syndikalistis,
melarang perbuatan-perbuatan yang anti demokratis, melindungi
hak-hak azasi manusia dan keadilan social, '

Dari ketiga fungsi Advokat secara umum tersebut, fungsi

pembaharuan hukum pada akhtmya yang akan mengkcdepan, Karena
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fungsi pembangunan dan pembuatan formulasi hukum muaranya akan
menuju pada pembaharuan hukum. Menurut Arthur Taylor von Mehren dan
James Russel sebagaimana dikutip Peter Machmud Marzuki Pembaharuan
hukum bukan sekedar tindakan mengganti substansial hukum yang lama
dengan substansi hukum yang baru. Perkembangan hukum merupakan
konsckuensi dari perkembangan politik dan ekonomi. Berkaitan dengan itu,
Peter Machmud Marzuki menyatakan :
Dengan memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata,
pembaharuan hukum bukanlah suatu kegiatan sistcmatis atau
akademis yang dikcmas secara estetis semata-mata, melainkan
suatu kegiatan vang harus melibatkan mercka vang ada di lapangan,
baik para professional hukum maupun mercka yang ada di
organisasi-organisasi dan asosiasi profesi serta departemen teknis
vang mewakili aspirasi pemakai hukum. Pembaharuan hukum dapat
dilakukan melalui perundang-undangan maupun peradilan. Perlu
dikemukakan bahwa kegiatan pembaharuan hukum bukanlah suatu
creatio ex nihilo.?

Qleh karena itu, ketiga fungsi Advokat terscbut diatas dalam praktek
membawa Advokat dalam menjalankan profesinya sehari-hari sebagai salah
salu profesi yang berada dalam lini terdepan yang langsung merasakan
bagaimana realitas bekerjanya hukum yvang semula dalam bentuknya yang
masih berupa pasal-pasal perundang-undangan (law in book) menjelma
didalam praktek kehidupan nyata masyarakat sehari-hari (Jlaw in action).
Pada kenyataannya antara law in book dan law in action sertngkali tidak
selalu berada dalam satu garis yang linier, atau bahkan bertentangan sama

sekali,” Artinya maksud dari pembuat Undang-undang seringkalr

dikarenakan oleh berbagal hal udak dapat menjadi realitas dalam praktek
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| kehidupan masyarakat. Schingga dalam keadaan yang demikian seringkali
membawa Advokat kedalam lingkungan persengketaan hukum,
Didalam menjalankan prolesinya ditengah persengketaan hukum,
Advokat memiliki fungsi-fungsi khusus vaitu fungsi preventil, fungsi

kuratif dan fungsi mediasi.

1. Fungsi Preventif

Persengketaan hukum seringkali merupakan kenyataan yang tidak
dapat dihindari dalam praktek keh:dupan masyarakat. Persengketaan hukum
dapat terjadi dikarenakan adanya pelanggaran hak subyektif warga ncgara
vang dilakukan oleh warga negara lain yang tunduk baik pada hukum privat
maupun hukum publik. Atau dapat pula terjadi dikarcnakan terjadinya
pelanggaran yang dilakukan olch warga negara terhadap hskum publik,
sehingpa sengketa itu terjadi antara warga negara sebagal salah satu pihak
dengan negara sebagai pihak yang lain. Negara sebagai pihak dalam perkara
dikarenakan scbagai intitusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan
hukum publik.

Persengketaan hukum yang demikian it dalam praktek scbenarnya
dapat dihindart manakala sejuk scmula para.pihak manapun juga selalu
melibatkan Advokat ketika akan mclakukan hubungan hukum dengan pihak
lain. Apalagi apabila hubungan hukum itu dilakukan dalam dunia bisnis

modern yang seringkali hubungan hukum itu tidak saja melibatkan mitrg
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bisnis lokal tetapi juga mitra asing. Adanya hubungan hukum antara dua
subyek hukum atau bahkan lebih yang seringkali bukan merupakan subyek
hukum perseorangan (natural persoon) tetapi badan hukom (recht person)
yang tunduk pada hukum yang beriainan sangat memerlukan adanya kajian
legal aspect, legal audit atau bahkan penyuasunan suatu legal opinion dari
Advokat guna mencegah terjadinya persengketaan hukum dikemudian hari,
Mengenai fungsi preventif dari profesi Advokat ini, antara lain dapat
dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Dalam pasal 64 hurul b Undang-undang tersebut telah dinyatakan Advokat
(dengan menggunakan istilah Konsultan Hukum), sebagai salah satu profest
penunjang pasar modal.  Menurut Soemarjono, peran Advokat sebagas
profcsi penunjang pasar modal adalah antara lain dalam bhal pelaku usaha
akan dilakukannya Emisi Efek, sebagaimana dikatakan :
Konsultan Hukum akan memberikan pendapatnya dalam suatu
Pendapat Hukum (Legal Opinion) vang disampaikan kepada
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dimuat dalam prospectus
dari emiten yang bersangkutan dan juga menyampaikan kepada
Penjamin Pelaksana Emisi suatu Penelitian dari segi hukum (Legal
Audit) atas Emiten, dengan tembusannya yang disampaikan kepada
Badan Pengawas Pasar Modal. Adanya Pendapat Ilukum mana
adalah salah- satu syarat mutlak dalam pengajuan Penyataan
Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal.”
Dijadikannya Legal Opinion sebagai syarat mutlak bagi pelaku usaha
vang akan melakukan Emisi Efek dapat dipandang sebagai fungsi

pencegahan senpgketa. Karena manakalan pelaku usaha akan melakukan

cmisi efek maka perusahaannya akan menjadi bersifat publik sechingga akan
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erat berkait denpan kepentingan publik. Schingga disusunnya Legal
Opinion tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian publik
yang akan ikut menyertakan modalnya dengan membeli efek dari pelaku
usaha yang akan melaksanakan emisi efek terscbut.

Namun demikian, dalam dunia bisnis, persengketaan hukum bukan
saja terjadi dan semata-mata merupakan suatu malapetaka belaka. Akan
tetapi ada kalanya menurut Basuki Rekso Wibowo merupakan sesuatu yang
tercncana untuk menimbulkan kerugian bagi lawan bisnisnya, sebagaimana
dikatakan :

Terjadinya  persaingan  curang, pengingkaran  kewajiban,
pelanggaran hak, tipu menipu scolah menjadi potret buram dalam
kegiatan bisnis sehari-hari. Bahkan terkadang perbuatan demikian
itu dilakukan dengan sadar dan tcrencana untuk menimbulkan
kerugian dalam lawan bisnisnya Misalnya dengan cara menyiasati
substansi dan terminology hukum didalam kontrak scdemikian rupa
untuk menjebak pihak lawannya agar masuk perangkap yang telah
disiapkan. Maka terjadilah paradoks yang dalam praktck bisnis
disebut secara sarkatis dengan istilah “penipuan legal” dan atau
“perampokan legal” dengan menggunakan akta kontrak scbagai
sarananya. Sembari dengan itu dengan berlindung dibalik prinsip
kebebasan berkontrak, guna menutupi motivasi yang sebenarnya
vakni niat buruk. Tak salah kiranya apabila dikatakan bahwa
kegiatan bisnis sarat dengan praktek-praktek “Homo Homini
Lopus” dimana %ang besar menelan yang kecil dan yang cerdik
menipu si pandir.

Sebagaimana pepatah dalam dunia kesehatan : “mencegah lebih baik
daripada mengobati”, dalam praktek hukum-pun juga dapat berlaku pepatah
. “mencegah lebih baik daripada bersengketa”. Karena sengketa hukum

selain akan menganggu kinerja juga akan menghabiskan energl yang

banyak serta melelahkan, waktu dan biaya yang besar yang oleh karena itu
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harus dihindari dengan hadirnya Advokat untuk memberikan jasa
hukumnya dalam melakukan hubungan hukum.

Kehadiran Advokat dalam memberikan jasa hukum yang berfungsi
untuk mencegah terjadinya persengketaan hukum, selain secara nyala
dibutuﬁkan dalam praktek sebagaimana telah dikemukakan diatas, juga
dikarenakan beberapa ketentuan yang mengatur praktek profesi Advokat
juga menuntut hal yang demikian itu. Kode Etik Advokat Indenesia Bab ab
Il yang mengatur tentang hubunganl dengan klien, pada pasal 4 huruf a,
menyatakan, “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus meng-
utamakan penyelesaian dengan jalan damai™.

Penyelesaian dengan jalan damai, adalah merupakan penyelesaian
terhadap persengketaan hukum yang datam hukum acara perdata dikenal
dengan apa yang disebut dengan pengakhirén' perkara dengan suatu acara
perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 [IIR yang mengatur
baitk prosedur maupun bentuk dari acara penyclesaian perscngketaan
dengan suatu perdamaian,

[asal 130 HIR secara lengkap menyatakan :

1. Jika pada hari yang ditentukan untuk itu, kedua belah pihak
datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua
mencoba akan memperdamaikan mereka.

2. lika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada
waktu bersidang, diperbuat suatu surat (akia) tentang itu, dalam
mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian
yang diperbuat itu, sural mana akan berkekuatan dan akan

dijalankan sebagai putusan yang biasa.
3. Keputusan yang demtkian tidak dapat dibanding.
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4. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah
pihak, perlu dipakai juru bahasa, maka peraturan pasal yang
berikut dituruti untuk jtu.

Walaupun acara perdamaian sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR
tersebut diatas tidak dapat ._sepenuhnya dipandang sebagai bentuk
pencegahan persengketaan hukum, oleh karena sudah terlanjur terjadi
persengketaan dalam bentuk perkara di pengadilan, akan tetapi apabila
penyelesaian persengketaan hukum dengan jalan damai dapat ditempuh,
maka akan banyak sekali diperoléh manfaat bagi para pihak. Manfaat itu
selain putusan damai berarti telak dapat mengakhiri sengketa, akta
perdamaian itu kekuatan hukumnya adalah sama dengan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan nukum tetap (inkracht van gewijsde).
Dengan demikian penyelesaian persengketaan hukum dengan jalan
perdamaian telah memangkas prosedur berperkara sampai putusan akhir
upaya banding, kasasi alaupun bantahan (verzet). Atau dengan kata lain
akta perdamaian adalah bentuk penyclesaian sengketa hukum yang final
dan putusannya dapat dieksckusi (eksekuteblc).

Dalam proses perdamaian itu, apabila masing-masing pihak atau
salah satu pihak yang berperkara diwakili oleh Advokat, maka Advokat
harus memfungstkan diri dengan scgala kemampuannya sebagai seorang
negosiator. Dengan mendasarkan pada kode etik profesinya Advokat juga

harus merasa wajib membantu tugas hakim dalam mempecrdamaikan para

pihak yang bersengkela terscbut sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR.
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Dengan bantuan hakim scrta dilaksanakannya fungsi preventif oleh
Advokat, maka sccara ideal penyelesaian scngketa akan dapat selesaikan
dengan perdamaian, yaitu dapal disclesatkannya akta perdamaian (acta van
dading) yang klausulanya saling menguntungkan para pihak (win-win
solution) yang berperkara.

Dikatakan secara ideal karena didalam praktek tidaklah sepenuhnya
dapat berjalan demikian Karena tidak jarang dalam praktck yang terjadi
bahkan scbaliknya, sebagaimana sinisme yang dikemukakan Basuki Rekso
Wibowo yang menyatakan :

Bahkan konon ada seinentara “vampire lawyer” yang haus darah
justery sangat menyukai/menikmati lamanya waktu proses perkara
yang diurusnya. Sebab, semakin lama proses perkara, maka
“argometer” sang lawyer totap jalan terus. Sang lawyer akan
bertambah makmur sedangkan sebaliknya sang klien justeru makin
babak belur. Padahal sesungguhnya pencari keadilan sadar betul
akan resiko tersebut namun anchnya mercka umumnya tetap saja
melakukannya. Entah mengapa. Bisa jadi akibat ketidaktahuan
mercka sehingga mereka mengira pengadilan merupakan satu-
satunya pilihan. Atau bisa juga sang lawyer sendiri sengaja tidak
menunjukkan adanya pilihan lain diluar pengadilan. Karena selama
ini sebagian besar kalangan lawyer sudab ‘“rerbiasa” dengan
berbagui “liku-liku peradilan”. Dalam perkembangan dewasa ini,
telah terjadi pergeseran peran seorang lawyer dari pekerjaan yang
bersifat professional menjadi scorang “calo perkara’™

Hal yang demikian itu tentu saja sangat memprihatinkan, dimana
Advokat yang sebarusnya menjalankan fungsi preventitiya sebagaimana
tuptutan kode etiknya yang mendasari pelaksanaan praktek profesinya

justeru melaksanakan praktek yang tercela. Namuon kondisi yang demikian

itu tidaklah dapat ditimpakan semuanya pada praktek profesi Advokat
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scbagai penyebabnya. Karena Advokat hanyalah merupakan satu bagian
dalam system peradilan yang kebobrokannya sudah memprihatinkan
sebagaimana dikemukakan oleh Eman Suparman dalam uraian desertasi
doktornya yang menyatakan :

Penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti
banyak menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pthak yang
bersengketa maupun masyarakat luas. Ketidakpuasan masyarakat
luas dilontarkan dalam bentuk pandangan sinis, mencemooh dan
menghujat terhadap kinerja pengadilan karena dianggap tidak
memanusiakan pihak-pihak yang berscngketa, menjauhkan pihak-
pihak yang berscngketa dari keadilan, tempat terjadinya
perdagangan putusan hakim dan lain-lainhujatan yang ditujukan
kepada lembaga peradilan. ™

Dari kedva ungkapan diatas, maka benar apa yang dikatakan oleh
Muladi bahwa apa yang terjadi tersebut adalah merupakan kejahatan profesi
(the professional fringe violator) vang sangat berbahaya (victimizing).
Menurut Muladi jenis kejahatan ini sangat menarik karena memiliki ciri-cin
dan karakter yang khas, seperti

Pclaku kejzhatan merupakan anggota profesi yang sah, oleh
anggota lain perbuatan terscbut dianggap tidak dapat diterima;
perbuatan ditakukan dengan bersekongkol dengan kalangan
professional yang lain; pelaku menganggap dirinya melakukan
pelayanan kepentingan umum dan sanksi organisasinya bersifat
ambivalen demi alasan kesetiakawanan.*’

Dimasa yang lampau, yattu sebelum diundangkannya Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, praktck tercela yang
demikian itu bagi Advokat memang masth memiliki peluang yang luas.

Satu dan lain hal dikarenakan sclain belum terdapatnya kewajiban bagi

advokat untuk menjadi anggota organisasi profesi, sehingga akan sulit
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mengontrol perilaku Advokat, juga dikarenakan belum terdapatnya satu
Kode Etik Profesi Advokat yang berlaku bagi seluruh pengemban profesi
Advokat, schingga hal yang demikian itu mempersulit proses pengawasan

maupun penindakan terhadap perilaku Advokat.

2. Fungsi Kuratifl

Apabila {ungsi preventif terhadap persengkctaan hukum tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan adanya larangan hukum scperti dalam perkara
pidana atau dikarenakan adanva semcntara Advokat yang lebih suka
menjadi seorang “gladiator” dengan menyelesaikan persengketaan hukum
dengan berlitigasi di depan sidang pengadilan daripada menjadi negosiator,
maka sampailah Advokat pada fungsinya yang harus menjalankan tugas
pemberian jasa hukumnya secara kuratif. Dikatakan kuratif karena baik
proses maupun hasilnya sepenuhnya akan digantungkan pada suatu putusan
final dari lembaga peradilan dan bukan ditcntukan atas dasar kesepakatan-
kesepakatan para pihak yang {erlibat dalam persengketaan hukum.

Dengan demikian dalam {ungsi kuratifnya pelaksanaan tugas profest
Advokat selalu berbentuk aktifitas penyelesatan persengketaan hukum
didepan ppersidangan pengadilan ([itigasi). Datam kedudukannya mewakili
pihak yang terlibat persengketaan hukum (berperkara) didepan persidangan
pengadilan, Advokat harus memuliki ketrampilan sebagai seorang litigator.

Ketrampilan itu bukan saja ketrampilan yang berhubungan dengan
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| penguasaan Advokat terhadap hukum meteriil maupun formil dari perkara
yang sedang menjadi tanggung jawabnya, akan tctapi juga tcrmasuk
melibatkan penguasaan dalam ketrampilan non hukum yang antara lain
mencakup ketrampilan dalam menyusun argumentasi, logika berfikir dan
menentukan scrta melaksanakan tak-lik strategi untuk memenangkan
perkara.

Dalam mclaksanakan lungsi kuratifnya tni, Advokat terikat sangat
ketat dengan kaedah-kaedah hukum mengenai perkara yang sedang menjadi
tangeung jawabnya. Scdemikian ketatnya hal ini harus dilaksanakan dalam
praktek profesi Advokat, pasal 3 hukul a Kode LCtik Profesi Advokat
[ndonesia menyatakan

Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum
kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum
dengan pertimbangan oleh karena tidak sesual dengan keahltannya
dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak
dengan =alasan karcna perbedaan agama, kepercayaan, suku,
keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan
sosialnya.

Ini menunjukkan bahwa dalam praktek profesi Advokat dasar
keahlian dalam penguasaan materi hukum dan persesuaian dengan hati
nurani bagi perkara yang menjadi tanggung jawabnya demikian penting
diletakkan, Sampai-sampai hal yang demikian ity dapat menjadi alasan bagi
Advokat untuk melakukan penolakan dalam mcmberikan nasihat maupun

bantuan hukum. Sedangkan penoclakan tersebut balhkan dilarang apabila

berkaitan dengan alasan vang menyangkut perbedaan agama, kepercayaan,
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suku, keturunan, jenis kclamin, keyakinan politik dan atau kedudukan
sosialnya.

Apabila ketatnya terhadap penguasaan materi hukum bagi perkara
yang akan ditanganinya schagaimana disebutkan diatas adalah masih dalam
tahap sebelum pencrimaan perkara oleh Advokat, dalam tahap pelaksana-
annyapun keketatan itu juga masih menyertainya. Pertama-tama dalam
bertindak mewakili klicn, Advokat harus memiliki dasar hukum
bahwasanya terhadap perbuaten vang diwakili tersebut memang tergolong
perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan dapat diwakilkan
kepada Advokat

Adapun beberapa kaedah hukum dalam perundang-undangan yang
menjadi dasar bagi Advokat dalam menjalankan profesinya mewakili klien
antara lain adalah pasal 123 Herziene Inlands Reglement (Reglemen
Indonesia yang Diperbsharui-HIR ) yang menyatakan :

Bilamana dikehendaki, kcduabelah pihak dapat dibantu atau
diwakili oleh kuasa, vang dikuasakannya untuk melakukan ifu
dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa
itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam
surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut
ayal pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan
menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu
harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat mi.

Dengan demikian kehadiran Advokat mewakili sebagai pihak dalam
perkara perdata di lingkungan perad:lan umum adalab semata-mata karena

dikchendaki oleh para pihak yang berperkara, karena hukum acara perdata

memang tidak mengenal adanya keharusan untuk mewakilkan (verplichte
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procureurstelling). Hal yang demikian juga berlaku bagi penyelesaian
persengketaan hukum yang terjadi di Iingkunggn Peradilan Agama, karena
pasal 54 Undang-yndang Nomor 7 ‘Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
menyatakan : “fIukwm acara yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku
pada Pengadilan dalam Peradilan Umum, kecuali yang telah dsatur secara
khusus dalam Undang-undang ini”. Sedangkan dalam Undang-undang
tersebut ternyata tidak terdapat kaedah hukum yang mengatur mengenal
perwakilan pihak dalam beracara di depan persidangan peradilan agama,
sehingga dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam HIR (entang
perwakilan kepada Advokat berlaku pula difingkungan peradilan agama.
Dalam sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara,
keadaannya tidak jauh berbeda 'deugan di lingkungan peradilan umum
maupun di lingkungan peradilan agama, vaitu tidak dikenal adanya prinsip
keharusan mewakilkan ({vcrplichte procureurstelling). Apabila kemudian
Advokat dapat hadir dan menghadap mewakili pihak yang berperkara di
depan persidangan dalam perkara sengketa tata usaha negara, hal mana
karena secara singkat pasal 56 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 (entang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ; “Apabila gugatan
dibuat dibuat dan ditandatangan oleh seorang kuasa penggugat, maka
gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”. Dengan demikian perwakilan

olch pihak dalam perkara sengketa tata usaha negara adalah dimungkinkan,
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Dalam memberikan uraiannya mengenai pasal ini, selamutnya
Indroharto menyatakan :
Dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara itu para pihak dapat
didampingi oleh kuasanya masing-masing yang disertai dengan
suatu surat kuasa khusus atau kuasa lisan di depan persidangan.
Kuasa demikian itu juga dapat dibuat di luar negeri asal sesuai
dengan ketentuan perundang- undangan dari negara yang
bersangkutan, kemudian diketahui oleh perwakilan Republik
Indonesia setempat dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.*®
Dalam perkara pidana, pengaturan mengenai Advokat dapat
dikatakan lcbih tegas dan terperinci. Kekehadiran Advokat dalam perkara
pidana sclain merupakan bentuk pcmenuhan hak tersangka sesuai ketentuan
perundang-undangan, juga merupakan kewajiban etik profesi Advokat,
apabila perkara pidana vang disangkakan kepada tersangka adalah
merupakan perkara pidana yang diancam dengan pidana mati, atau ancaman
pidana limabelas tahun atau lebih atau tersangka yang tidak mampu yang
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, Pasal 54 Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, “Guna kepentingan
pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari
seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap
tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-
undang ini”. Sedangkan pasal 56 menyatakan :
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
ancaman pidana limabelas tahun atau lebih atau bag mereka yang

tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih
vang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang
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bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagl mereka.”™

Pengaturan mengenai kehadiran Advokat, dalam perkara pidana dapat
dikatakan secara lebih tegas dan ferperincl, karena selatn kedua pasal
tersebut diatas masih terdapat pasal-pasal lain yang mengatur tentang
berbagai hak-hak ters'angka dan Advokat dalam satu bab tersendiri yaitu

dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum pasal 69 sampal dengan pasal 74.

3.Fungsi Mcdiasi

Fungsi mediasi dari Advokat semakin mengkedepan setelah
diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Datam undang-undang int alternatif

~ penyelesaian  sengkcta sebagal terjemahan dari  Alternatif Despute
Resolution (ADR), sebagal bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan
mulai dilembagakan dan mendapatkan dasar hukumnya dalam perundang-
undangan.

Menurut undang-undang ini apa yang dimaksud dengan Alternatif
Penyelesatan Senpkcta dapat dilihat dari bunyi pasal | ayat 10 yang
menyatakan, “Altcrnatif Penyelesaian Sengkcta adalah  lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati
para pthak, yakni penyelesaian diuar pengadilan dengan cara konsultasi,

negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahii”.
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Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa
pengertiannya tidak dijclaskan dalam undang-undang ini, sehingga
mengenai apa pengertian dari mediasi harus ditemukan diluar undang-
undang. Menurut Black Law, Mediasi adalah, “A method of non binding
dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the
disputing parties reach a mutually agreeable solution-Also termed
consiliation.”*’

Dari Black’s tersebut dapat dikctahui bahwa Mediasi memiliki
kesamaan dengan konsiliasi, vaitu methode penyelesaian sengketa yang
tidak mengikat yang dicoba dilakukan para pihak dengan melibatkan pihak
ketiga yang netral untuk membantu formula penyelesaian dengan membuat
penyelesaian secara damai. Agak berbeda dengan Black’s, menurut Mas
Ahmad Santoso scbagaimana dikuiip Basuki Rekso Wibowo, mediast
adalah merupakan vartan dari negosiasi, sebagaimana dikatakan :

Mediasi pada dasarnya merupakan varian dari negosiasi. Apabila
pada proses negosiasi para pthak berhadapan secara langsung
tanpa kehadiran pihak ke-tiga yang diangkat bersama-sama oleh
para pihak untuk bertindak sebagat mcediator. Tugas mediator
adalah untuk memandu jalannya proses negosiasi serta
menyajikan beragam alternatif penyelesaian sengketa, namun
demikian mediator lidak memiliki kapasitas untuk mcmutus
sengketa. Penyelesaian sengketa tetap ditentukan oleh para pihak
yang berperkara.®®

Mediasi sebagai salah sate bentuk dari ADR yang pertama kals
diperkenalkan pada tahun 1970 an di Amertka Serikat dalam tahap-lahap

perkembangannya di Indonesia pada tahun 1990 an muilai masuk dan
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menjadi kurikulum mata kuliah di fakultas hukum. Pada tahun 2000 an
terdapat perkembangan sangat penting tentang mediasi di Indonesia yaitu
dengan ditakukannya institusionalisasi terhadap mediasi kedalam lembaga
Pengadilan (court-ancnexed mediation/court connectcd mediation), dengan
dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tertanggal 11
September 2003, Dengan institusionalisasi mediasi kedalam lembaga
pengadilan tersebut, mediasi yang semula berada dituar dan tidak terkait
sama sekali dengan Jembaga pengadilan menjadi discdiakan, diawasi,
dibimbing, bahkan hasilnya diakui oleh Pengadilan dan dapat dikukuhkan
menjadi akta perdamaian.

Dalam hukum Indonesia pertama kali mediasi mendapatkan
pengertian hukumnya dari Perma ini, yaitu dari bunyi pasal | ayat 6 yang
berbunyi : “Mcdiasi adalah penyelesaian sengketa melalui  proses
perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Dalam konsiderannya, Perma ini dimaksudkan agar pengadilan
tingkat pertama secara imperatil melaksanakan upaya perdamaian
sebagaimana dimaksud pasal 130 HiR, karena upaya serupa yang pernah
dicoba Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga
damai eks pasal 130 HIR dianggap belum lengkap sehingga perlu diganti.

Hal ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk usaha yang sungguh-
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sungguh dari fembaga peradilan dalam upaya mewujudkan azas peradilan
vang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Perma ini terhadap semua perkara perdata yang diajukan
ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan
melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Pada hari sidang pertama
vang dihadiri para pihak vang bersengketa, hakim wajib menjelaskan
mengenai prosedur mediasi dan memberikan hak kepada para pihak untuk
menunjuk medrator yang sctiap pehgadilan harus memiliki sekurang-
kurangnya dua orang mediator baik yang berasal dan kalngan hakim atau
bukan hakim yang telah memiliki sertifikat scbagat medtator.

Selanjutnya dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah
peninjukan mediator, para pihak harus menyerahkan copy dokumen perkara
kepada mediator. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan maka para
pihak harus mcbuatnya secara teftulis yang salah satu klausulanya harus
mencabut perkara. Kesepakatan tertulis tersebut kemudian oleh hakim dapat
mengukuhkan sebagai akta perdamsian (akla van dading). Sebaliknya
apabila kesepakatan tidak diperoleh dalam proses mediasi, maka dalam
waktu paling lama duapuluh dua hari semenjak penunjukan mediator,
proses mediasi harus sudah bergkhir dengan pemyataan tertulis oleh
.mediator kepada hakim bahwa proses mediasi telah gagal. Scgcra setelah
menerima pemberitahuan itu hakim melanjutkan pemeriksaan perkara

sesuai ketentuan hukum acara vang berlaku,
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Dalam proscs mediasi ini para pihak dapat diwakili oleh Advokat
yang bertindak sebagat kuasa hukurn. Hanya.saja dalam proses mediasl,
setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum wajib mcmperoleh
persetujuan secara tertulis dari pihak pemberi kuasanya (prinsipal).
Walaupun kewajiban ini dapat dipandang sebagai hal yang berlebthan,
karena secara ctik dalah hubungan kepercavaan anlara Advokat dengan
kliennya apa yang dilakukan Advokat adalah merupakan pilihan terbaik
bagi kliennya, sehingga pasti disetujui walaupun tidak harus secara tertulis,
namun dapatlah ditcrima apabila ketentuan 1tu dimaks_udkan agar dalam
proses mediasi diperoleh kehendak mumi pihak prinsipal, sehingga
keputusan-keputusan ,irang disaﬁi‘paikan dalam mediasi tidak terbias dan
hanya merupakan perwujudan kehendak dari Advokat belaka.

Dengan adanya wewenang Advokai untuk bertindak sebagai kuasa
hukum dalam proses mediasi vang keputusannya harus mendapatkan
persetujuan prinsipal, maka akan (erdapat keadaan menyatunya kehendak
Advokat dengan prinsipal pemberi kuasanya. Dengan mana Advokat harus
secara intensif memberikan bimbingan dan argumentast-argumentasi
berdasarkan pengetahuan hukumnya kepada prinsipal pemberi kuasanya
(klien), sehingga keputusan-keputusannya akan mendapatkan persetujuan
klien. Dalam prakiek suatu keputusan dalam meneniukan suatu langkah
hukum akan sangat berbeda antara Advokat sebagai orang yang memiliki

pengetahuan hukum dengan klien yang pada umumnya tidak memilikt
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pengetahuan hukum atau kalaulah memiliki pengetahuan hukum akan tetapi
tetapi tentu tidak memiliki pengalaman dalam praktek hukum.

Dalam kedudukannya vang demikian itulah, maka Advokat harus
ﬂnenja]ankan fungsi ganda dalam proses negosiast. Pcrtama, Advokat
dengan argumentasi hukumnya harus dapat meyakinkan pihak klien tentang
kepulusan-keputusannya dalam proses mediasi adalah merupakan
keputusan yang paling baik sehingga menguntungkan pthak klien yang
dengan mana akan mendapatkan persetujuan tertulis. Bahkan tdealnya yang
disajikan kepada klien itu bukan merupakan satu keputusan akan tetapi
berbagai alternatif putusan yang dapat dipilih oleh klicn. Kedua Advokat
harus dapat pula mendistribusikan keputusan yang telah dibuatnya tersebut
diyakini oleh baik pihak lawan maupun mediator sebagai bentuk
penyelesaian sengketa dalam proses mediasi. Dimasa yang akan datang,
apakah keberhasilan Perma ini scbagai sarana untuk menekan jumlah
tunggakan perkara di pengadilan dapat terwujud, salah satunya akan

digantingkan pada ketrampilan Advokat menjalankan fungsi mediast int.
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BAB IV

RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT
PROPESIADVOKAT
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BAB IV

RUANG LINGKUP TANGGUNL GUGAT PROFESTADVOKAT

Dary! Koehn dengan mengulip apa yang disampaikan Gorge Bernard
Shaw menyatakan sipismenya terhadap kaum professional. Menurutnya
sampai saat ini masih saja terdapat tuduhan modern terhadap kaum profesi
vang berasal dari tradisi panjang yang menyerang kaum professional.
Dikatakan oleh Shaw ;

Semua profesi mcrupakan persekongkolan malawan kaum awam.
Tak diragukan lagi, dewasa ini banyak orang sctuju dengan
penilaian ini, kaum professional berdin sebagai tertuduh karena
dianggap lebih menginginkun status dan kekayaan, babkan
memperdaya dan bukannya menolong klien-klien mereka.”
Dengan pernyataan itu seolah hendak dikemukakan babwa dunia proles:
adalah dunia vang tidak tersentuh oleh hukum (untouchble), dunia yang
penuh inirik dan persekongkolan demi status dan kekayaan.

Padahal profesi scbagai suatu gejala yang eksis di tengah kehidupan
masyarakat dan kaum profcssional sebagai bagian dari masyarakat juga
terikat dengan berbagai fungsi-fungsi, kaedah-kaedah yang termasuk
didalamnya adalah kaedah hukum. Sehingga dengan kedudukannya yang
demikian itu kaum professional juga memiliki apa yang namanya tanggung
gugat sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan

profesinya. Hanya saja dalam membahas ruang lingkup tanggung gugat

profesi Advokat ini, pertama-tama harus ditegaskan terlebth dahulu bahwa
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tanggung gugat tersebut adalah tangrung gugat bagi subyck hukum yang
menyandang suatu profesi. Sehingga bersifat khusus dan dengan mana
adalah bukan merupakan tanggung gugat sebagaimana subyek hukum pada
umumnya. Perfunya dikemukakan hal yang demikian ity oleh karena
memang tapggung gugat bagi subvek hukum pada umumnya adalah
berbeda dengan tanggung gugat bagi subyek hukum vang menyandang
suatu profesi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung gugat bagi subyck
hukum yang menyandang suatu protesi adalah merupakan tanggung gugat
vang bersifat khusus.

Sifat khusus dari tanggung gugat profesi Advokat antara lain dapat
dilihat dari ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomer 8 Tahun 2003
tentang Advokat yang menyatakanr bahwa Advokat dalam menjalankan
profesinya memiliki hak immuynitas baik secara perdata maupun pidana,
bilamana dalam menjalankan profesinya itu Advokat teiah melakukannya
dengan iktikat baik dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Sehingga dengan mana tanggung gugat bagi profest Advokat itu
akan mungkin terjadi dalam hal tcrdapat beda pendapat mengenai apakah
dalam menjalankan profesinya itu Advokat telah meclaksanakannya dengan
iktikad baik dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.
Dalam Balck’s Law Dictionary hak immunitas diartikan sebagai, “Any
exemption from a duty, liability or scrvice of process, esp, such an

- exemption granted to a public official "’
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Apa vang dimaksud dengan hak imunitas tersebut adalah merupakan
hak imunitas dalam artian yang umu'm, secara khusus hak imunitas yang
dimiliki oleh penyandang profesi adafuh apa yang disebut dengan doktrin
error of judgment rule. Pengertian dokirin ini scbagaimana juga terdapat
dalam Blak’s Law, adalah ;

The doctrine that a professional is not liable to cltent for advice or
on opinion given int good faith and with an honest belief that the
advice was in the client’s best interests, but that was based on a
mistake either in judgment or in analyzing an unsettled arca of the
professional business. For cxample, an attorney who makes an error
in trial tactics involving an unsettled arca of the taw may, under

certain circumstances, defeat a malpractice claim arising from the
. 31
tactical error.

Dengan memahaini apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat
diketahui bahwa tanggung gugal bagi penyandang profesi Advokat adalah
terbatas, hal mana seclaras dengan adanya pendapat tentang tanggung gugat
vang lebih ringan dari kaum professional sebagaumana dikemukakan
Marthalena Pohan :

Dipthak dia yang pelayanannya telah diminta karena keahliannya
yang khusus, belum ada persoalan mengenai onrechtmatige daad
vang telah diperbuat, jika nasihal vang telah dibenkan dan
pekerjaan yang telah dilakukan tidak mengarah kc tujuan yang
dikehendaki, tetapi baru setelah adanya perbuatan yang keliru yang
dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian yang kasar atau
berte;ntangan dengan pengctahuan yang baik (tepen beterweten
in).

Demikian juga periu dikemukakan terlebih dahulu, bahwa dalam

membahas mengenai tanggung gugat profest Advokat ini tidak tcrmasuk

didalamnya mengenal tanggung gugat dalam ruang lingkup hukum pidana.
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Karena sebagaimana pada umvumnya dengan istilah tanggung gugat itu saja
akan selalu menunjukkan kaitannya dengan persoalan-persoalan yang
bersifat keperdataan. Scdangkan untuk hal yang sama dalam perkara pidana
lazim dipergunakan istilah pertanggung jawaban pidana (criminal
responsibility), bukan tanggung gugat (liability). Untuk memperjelas
“persoalan tanggung gugat profesi Advokat ini akan dibahas mengenai

bentuk dan batas-batas tangung gugat terhadap profesi Advokat.

1. Bentuk Tanggung Gugat Profesi Advokat

Dalam bab terdahulu telah disinggung mengenai hubungan hukum
aniara Advokat dengan pengguna jasa profesi Advokat (_kl.ien), Hubungan
hukum ity apabila dilihat dari sepi sifatnya adalah merupakan hubungan
kepercayaan. Sedangkan apabila dilihat dar jenls perjanjiannya adalah
merupakan inspanningsverbintenis, dimana Advokat sebagai salah satu
pihak dalam perjanjian berjanji akan melakukan daya upaya dalam
memberikan pertolongan kepada klien dan untuk itu klien berkewajiban
untuk memberikan honorarium.

Dengan demikian kata kunci hubungan hukum antara Advokat
dengan Klien adalah kepercayaan, inspanning dan honorarium. Sedanglan
bentuk hubungan hukumnya adalah sui generis, innommnat, karena tidak
{erdapat bentuk perjanjian sccara khusus yang ditentukan undang-undang,

Dalam praktek hubungan hukum Advokat-Klien itu selalu diwujudkan
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dalam bentuk pemberian kuasa dari Klicn kepada Advokat dengan suatu
surat kuasa khusus. Karena hanya dengan surat kuasa khusus itulah
pertama-tama Advokat dapat bertindak sccara sah unfuk dan atas nama
klien dalam mewakili kepentingan-kepentingannya. Dalam surat kuasa
khusus hanya berisi para pihaknya serta dalam urusan-urusan hukum apa
sajakah yang diwakilkan oleh klien kepada Advokat. Dalam surat kuasa
khusus sama sekali tidak dimasukkan persoalan honorarium. Mengenal
yang terakhir ini lazimnya dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak)
pengurusan perkara tersendiri yang berisi antara lain mengenat lamanya
hubungan hukum yang diadakan, pelaksanaan urusan, jumlah honorarium
yang tclah disepakati, tenggang waktu pembayarannya dan hal-hal lain
yang bersifal khusus dalam hubungan Advokat-klien seperti penyelesaian
bilamana terjadi persclisihan dalam hubungan Advokat-Klien.

Olch karena itu hubungan hukum antara Advokat-klien selain
berlaku suasana dalam hubungan professional scbagaimana dikemukakan
diatas, yaitu kepercayaan, inspanning dan honorarium, juga dikuasai oleh
berbagai ketentuan dalam buku [II KUH Perdata khususnya pasal-pasal
dalam bab T sampai dengan [V tentang perikatan dan bab XVI pasal 1792
sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata mengenal pemberian kuasa.
Sehingga dengan demikian maka bentuk tanggung gugat profesi Advokat
adalah tidak terlepas dari bentuk tanggung gugat yang berupa pembayaran

ganti rugi apabila dalam mecnjalankan profesisa telah terjadi adanya
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wanprestasi sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUH Perdata atau
perbuatan melawan hukum (onrechimatige daad) sebagaimana diatur dalam
pasal 1365 KUH Perdata

Hanya saja dalam hal menentukan apakah seorang Advokat sebagai
penyandang profesi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau
wanprestasi, adalah tidak semudah seperti dalam hal menentukan perbuatan
melawan hukum dan wanprestasi bagi mereka yang tidak menyandang
profesi. Hal itu dikarenakan antara lain perbuatan hukum yang diwakilkan
kepada Advokat selalu terkait dengan bérhagai aturan hukum yang bersifat
tekhnik dan rumit, apalagi apabila hal itu harus dikaitkan pula dengan
doktrin mengenai profesi. Doktrin profesi bukan saja memungkinkan untuk
meringankan tanggung gugat bagi Advokat, akan tetapi bahkan pada
akhirnmya dapat juga untuk membebaskan kaum professional dari
tanggung gugat.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata,
menurut Moegni Djojodirdjo, kalau :
bertentangan dengan hak orang lain atau
bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau
bertentangan dengan kegusilaan yang baik atau

bertentangan dengan keharusan yang harus dundahkan da]am
pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.*®

B

Selain itu perbuatan melawan hukum juga mensyaratkan adanya kesalahan

(schuld), baik itu berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian dalam
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melakukan perbuatan terscbut.  Sedangkan mengpenai wanprestasi pasal
1243 KUH Perdala s;:lalu menuntut adanya kelalaian dan lewatnya waktu
dalam memenuhi suatu perikatan.

Penerapan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum dan
wanprestasi terhadap penvandang profesi Advokat, tidak terbatas hanya
dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut diatas. Akan tetapi schubungan
dengan adanya hak imunitas profesi Advokat masih harus diuji apakah
dalam melakukan suatu perbuatan fersebut melakukannya dengan tidak

beriktikad baik. Karena Advokat bcrd@kan pasal 16 Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, baru ferlepas dan tidak terlindungi
oleh hak imunitasnya apabila dalam menjalankan profesinya telah
melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak beriktikad baik.

Tktikad baik (geode trouw), adalah merupakan salah satu azas dalam
pembuatan perjanjian. Apabila dalam hubungan Advokat-Klien terdapat
spatu perjanjian tersendiri selain surat kuasa khusus, maka apakah Advokat
telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilihat hanya
sekedar ia melanggar perjanjiannya dengan klien terscbut. Tetapi juga harus
dilihat apakah dalam melanggar tersebut dilakukan dengan iktikad tidak
baik.

Sebagai contoh dapat dikemukakan disini bilamana dalam suatu
perjanjiannya dengan klien seorang advokat berkewajiban mengurus suatu

perkara mulai dari peradilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi,

g ——
s, e

L3
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akan tetapi kemudian tidak melakukan upaya hukum kasasi ketika
perkaranya kalah ditingkat banding. Sepintas dengan tidak diajukannya
kasasi .Advokat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tctapi
setclah melihat sccara detail kasusnya dan hakekat dari pemeriksaan di
tingkat kasasi, maka pengajuan kasasi tersebut hanyalah merupakan upaya
hukum yang sia-sia Eelaka dan hanya akan membuang biaya saja. Dilamn
pihak Advokat memahami keadaan ekonomi klien yang sebenarnya sangat
berat untuk membiayai perkara samiaai tingkat kasasi yang untuk ukuran
waktu sekarang adalah tidak murzh.

Dalam ilustrasi kasus diatas, maka dapatlah dikatakan walaupun
Advokat telah tidak melaksanakan kontraknya dengan klien, sehingga
dengan mana telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum

- sekalipun, oleh karena dilakukan atas dasar iktikad baik, maka hak
imunitasnya melekat dari diri Advokat. Dengan demikian iktikad baik dapat
dipandang scbagai alasan pembenar tidak tertulis (ongeschreven
rechivaardigingsgronden)

Keadaan akan menjadi lain dalam hal yang dilakukan Advokat
dalam kasus tersebut dialas akan mengakibatkan kerugian yang besar oleh
karena kedudukan kasusnya cukup beralasan mepurut hukum untuk
digjukan upaya hukum kasasi dan klien tidak berada dalam kesulitan
keuangan. Maka dalam hal yang demikian Advokat adalah bertanggung

gugatl untuk membayar ganti rugi Sedangkan mengenai besarmya ganti rugt
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sebagaimana dikemukakan oleh Marthalena Pohan dalam ursian diatas
lebih ringan jika dibandingkan kewajiban membayar ganti rugi bagi bukan

penyandang profesi.

2. Batas Tanggung Gugat Profesi Advokat

Secara umum tidak terdapat batas sampai kapan profesi Advokat itu
memiliki tanggung gugat. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat sebagai dasar hukum paling utama dari prakiek Advokal sama
sekali tidak mengatur mengenai batas waktu sampai kapan Advokat
memiliki tanggung gugat. Dengan kenyataan ini maka sepertinya sepanjang
hidupnya Advokat bertanggung gugat terhadap pelaksanaan profesinya,
karcna tidak terdapatnya ketentuan daluwarsa dalam undang-undang
Advokat, Oleh karena itu berdasarkan keyakinan hukum umum (alegemene
rechtsvertuiging), adalah tidak berlebihan apabila terhadap hal yang
demikian ity dapat dipandang sebagal sesualu yang bertentangan dengan
rasa keadilan.

Dalam KUII Perdata buku ke ['V bab VII. ﬁda diatur tentang batas
waktu untuk memperoleh atau mendapatkan pembebasan dari suatu
perikatan atau yang dikenal dengan daluwarsa (verjaring). Oleh karena
hubungan hukum antara Advokat-Klien berada dalam suasana hukum yang
formal, dan dalam bentuknya yang tertulis, dan dilakukan oleh antara

orang-orang yang baik secara tcrang-terangan maupun secara diam-diam
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menundukkan diri terhadap KUH Perdata, maka adalah tepat kiranya
apabila diterapkan beberapa ketentuan dalam KUH Perdata tentang
daluwarsa untuk mengctahui batas tanggung gugat profesi Advokat. Pasal
1946 KUH Perdata menyatakan @ “Daluwarsa adalah suatu alat untuk
memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan
lewatnya suatu waktu tertentu dar atau syaral-syarat yang ditentukan
undang-undang”.  Atas dasar uraian diatas, maka dalam membahas
mengenal batas waktu tanggung gugat profesi Advokat ini akan dicari
padanannya dalam berbagai ketentuan mengenai daluwarsa

Apabila hubungan antara Advokat-Klien dipandang scbagai suatu
perikatan pada umumnya, maka batas tanggung gugat itu lamanya adalah
30 tahun, scbagaimana tcrnyata dalam pasal 1967 KUH Perdata yang
menyatakan :

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun

yang bersifat perseorangan, hapus dengan daluwarsa dengan

lewatnya waklu tigapulubh tahun, sedangkan siapa yang

menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak  usah

mempertunjukkan seatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan

tcrhadapnya sesuatu tanglisan yang didasarkan kepada iktikadnya

yang buruk.

Batas waktu tanggung gugat terhadap profesi Advokat apabila
dipersamakan dengan daluwarsa bagi perikatan pada umumnya adalah tidak
tepat. Karena sclain hubungan hukum antara Advokat-Klten berada dalam

suasana hubungan hukum vang khusus vaitu sifat kcpercayaan, yang

inspanning, dan honorarium, lewatnya waktu selama tigapuluh tahun itu
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juga sangal panjang apabila dibandingkan dengan lewatnya waktu bagi
Advokat untuk melakukan tuntutan terhadap pembayaran honorariumnya
yang hanva dua tahun sebagaimana bunyi pasal 1970 KUH Pcrdata yang,
menyatakan :
Tuntutan para Advokat untuk pembayaran jasa-jasa mereka,
tuntutan para pengacara untuk pembayaran persekot-persckot dan
upah mereka hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu dua
tahun, terhitung sejak hari diputusnya perkara, atau tercapainya
perdamaian antara para pihak yang berperkara, atau ditariknya
kembali kuasa kepada pengacara itu.

Apabila pasal 1970 KUH Perdata ini dipergunakan sebagai dasar
untuk menentukan hatas tanggung gugat Advokat, yaitu selama dua tahun
kiranya adalah tepat. Karcna dengan demikian terdapat keseimbangan
antara hak klien untuk menuntut dengan hak Advokat untuk meminta
pemenuhan atas honoraritmnya. Keseimbangan ini juga akan dirasakan
apabila dihubungkan dengan tanggung gugat Advokat sebagal salah satu
profesi penunjang yang melaksanakan kegiatan dilingkungan pasar modal
yang telah melakukan penyesatan atas informasi tentang kliennya dalam
rangka pcrnyataan pendaftar:in dalam rangka penawaran umum. Karena
tentang kegiatan int telah diatur secara khusus dalam pasal 80 ayat 4
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan :
“Tuntutan ganti rugl dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam ayat | hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak

Pernyataan Pendaftaran efcktit™.
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Adapun pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat 1 itu
adalah jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat
informasi yang tidak benaf teptang fakta materiil atau tidak memuat
informasi tentang fakta meteriil sesuai dengan ketentuan undang-undang
pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya sehingga informasi tersebut
menyesatkan

Batas waktu lima tahun untuk mengajukan tuntutan terhadap
kegiatan Advokat sebagal profesi penunjang pasar modal tersebut adalah
wajar. Karena dalam proses penawaran umum tersebut .pcran Advokat
adalah scbagai pihak yang melekukan legal audit dan legal opinion yang
kemudian menjadi bagian dari perspektus perseroan, Sebagaimana jalannya
sebuah perseroan, diketahui adanya informasi yang menycsatkan dalam

erspektif perseroan seringkali jauh setelah penawaran umum itu berjalan.
p gKall ) P T
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BAB V

PENUTUP
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BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan tentang tanggung gugat profest Advokat menurut
Undang-undang Nomos : 18 Tahun 2003, sesuai dengan permasalabannya

dapat disimpulkan dan diberikan saran hal-hal sebagai berikut :

t. Kesimpulan
1.1. Bentuk tanggung gugat profesi Advokat tidak diatur sccara
khusus dalam Undang-undang Nomor 18 Tabhun 2003 tentang
Advokat. Justeru dalam undang-undang ini diatur mengenai
adanya hak imunitas dari Advokat bilamana dalam menjalankan
profesinya Advokat melakukannya dengan iktikat baik dan tidak
bertentangan dengan perundang-undangan. Aturan i dapat
diartikan bahwa Advokat memiliki tanggung gugat bilamana
dalam menjalankan profesinya telah melakukan pelanggaran
pperundang-undangan dan iktikad tidak baik. Dalam hal yang
demikian itu maka bentuk tanggung gugatnya adalah pembayaran
ganti rugi baik dikarenzkan perbuatan melawan hukum ataupun
karena wanprestasi. Hanva saja olch karea hubungan hukum
antara Advokat-Klien adalah merupakan hubungan hukum yang

bersifat khusus, yaitu kepercayaan, inspannings dan honorarum,

56
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maka bentuk tanggung gugatnya lebih ringan daripada tanggung
ougat yang harus dipikul oleh mereka yang ttdak menyandang
suatu profesi.

1.2. Batas waktu sampai kapan Advokat harus bertanggung gugat
kecuali mengenai peran Advokat dalam kegiatannya sebagai
profesi penunjang pasar modal, juga tidak terdapat ketentuanyya
dalam perundang-undangan. Oleh karena, ilu agar terdapat
keseimbangan dalam hubungan Advokat-Klien, maka lamanya
batas waktu bagi Advokar untuk bertangpung gugat adalah adii
apabila dipersamakan dengan jangka waktu vrijwaring bagi
Advokat terhadap tuntutan megenai jasa kepada klien, yaitu
selama dua tahun. Scdangkan khusus mengenai tanggung gugat
Advokat dalam menjalankan kegiatannya sebagai profesi
penunjang pasar modal adalah selama lima tahun sebagaimana
pasal 80 ayat 4 Undang-undang Nomor ‘lahun 1995 tentang

Pasar Modal.

2. Saran-saran
2.1. Tanggung gugal terhadap profesi Advokat seharusnya secara
khusus dicantumkan secara terperinci dalam Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini dikarenakan

profesi Advokat adalah profesi yang bersentuhan dengan
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kepentingan umum, schingga dengan mana kejelasan mengenai
tanggung gugat profesi Advokat secara tegas dalam perundang-
undangan dapat merupakan sarana perlindungan kepeniingan
umum sckaligus menciptakan adanya kepastian hukum. Sebelum
aturan mengenai hal ini terdapat dalam undang-undang, maka
segala hal yang menyangkut tanggung gugat dapat diselesaikan
dengan mendasarkan pada doktrin profesi.

22 Batas waktu sampal kapan Advokat harus bertanggung gugat
seharusnya juga dicantgmkan dalam Undang-undang Nomor 18
‘Tahun 2003 tentang Advokat. Karena dengan pencantuman mana
akan semakin menjelaskan sampai kapan Advokat harus terikat
dengan pelaksanaan profesinya diwaktu yang fampau. Sehinggs
dengan demikian tidak terdapat situasi dimana scpanjang
hidupnya Advokat harus bertanggung gugat terhadap pelaksanaan

profesinya.
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